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Dengan hormat,
Kami menulis surat ini untuk mendapatkan informasi tentang rencana Proyek Layanan Pertimbangan IFC
 dan seluruh proyek dan/atau  jasa terkait program “kehutanan berkelanjutan di Indonesia” milik IFC yang tampaknya dirancang untuk bekerja sama dengan perusahaan perkebunan pulp dan kertas dan pemerintah Indonesia untuk membangun “sedikitnya 250.000 hektar” hutan perkebunan di Indonesia.

Kami amat prihatin atas program ini mengingat maraknya praktek-praktek penebangan hutan yang illegal dan tidak berkelanjutan di seluruh Indonesia, dampak negatif sosial dan lingkungan serta konflik sosial yang telah terjadi selama ini terkait pembangunan perkebunan pulp dan kertas Indonesia, dokumentasi yang luas tentang maraknya kecurangan dalam pengidentifikasian lahan masyarakat adat sebagai “lahan terdegradasi” atau “lahan kritis” oleh pejabat pemerintah dan perusahaan, klaim palsu pembangunan perkebunan, serta praktek akuntansi dan perkiraan banyak perusahaan Indonesia yang tidak masuk akal.  
Risiko-risiko yang ada pada sektor pulp dan kertas serupa dengan risiko-risiko yang ditemukan oleh CAO IFC di sektor kelapa sawit. Asumsi kami adalah bahwa IFC memiliki cacat operasional sistemik dalam uji tuntas dan pelaksanaan kebijakan, pengawasan, dan pengelolaan risiko sektor pulp dan kertas yang sama seperti yang ditemukan dalam operasi dan pengelolaan pendanaannya di sektor kelapa sawit. Kami terkejut IFC dan Bank Dunia terus maju dengan investasi di sektor pulp dan kertas sebelum melakukan moratorium investasi, konsultasi publik dan peninjauan ulang strategis seperti upaya yang diterapkan terhadap pendanaan mereka di sektor kelapa sawit. Kami ingin memahami mengapa hal seperti ini terjadi dan mengapa,  mengingat bahwa grup Bank Dunia juga mengajukan diri sebagai lembaga pendanaan dan pelaksana sentral terkait dengan REDD dan prakarsa sejenis (misalnya FIP dan FCPC), IFC bahkan sedang mempertimbangkan pemberian pinjaman untuk sektor ini – yang merupakan salah satu pendorong utama terjadinya konversi lahan gambut dan hutan alam – sebelum ada konsultasi yang kuat dan perlindungan mendasar, dan sebelum perencanaan pemanfatan lahan yang penting dan reformasi lainnya diadopsi.
Politically Exposed Persons, Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran HAM
Tahun 1989, Gugus Tugas Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang (Financial Action Task Force on Money Laundering/FATF) dibentuk pada KTT G-7 di Paris dengan tujuan untuk mempromosikan kebijakan nasional dan internasional untuk memberantas pencucian uang dan pendanaan teroris. FATF bertemu beberapa kali dalam setahun dan terdiri dari pakar hukum, keuangan, penegakan hukum yang memonitor status dan perkembangan negara anggota, menyelidiki pencucian uang, dan mempromosikan penciptaan upaya global yang tepat untuk memberantas pencucian uang. 
FATF telah mengidentifikasi sebuah kategori tentang manusia yang menjadi perhatian, yaitu, Politically Exposed Persons (PEP). Kategori PEP diakui oleh sebagian besar negara dan lembaga hukum, yang mengidentifikasi bahwa PEP adalah:

Orang yang mengemban fungsi publik yang penting, misalnya presiden dan mantan presiden, politisi senior, pejabat senior pemerintah, pengadilan dan militer, eksekutif senior BUMN, pejabat resmi parpol besar dan rekan-rekan dekat mereka serta anggota keluarga mereka.  
Ada bukti yang semakin banyak untuk mendukung tudingan bahwa keterlibatan PEP dalam proyek - yakni mereka yang sedang berkuasa atau mantan penguasa beserta keluarga dan rekan mitra bisnis mereka – umumnya terkait dengan kejahatan hutan, kerusakan lingkungan, dampak iklim dan pelanggaran HAM. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Center for International Forestry Research (CIFOR) telah jelas menggarisbawahi adanya kaitan antara pencucian uang dan berbagai kejahatan lingkungan dalam sektor kehutanan Indonesia.

Moratorium

Kami berpendapat adalah tidak dapat diterima bahwa, meski grup Bank Dunia melakukan moratorium seluruh investasi di sektor kelapa sait, IFC kini sedang mempertimbangkan untuk menanam investasi besar di sektor pulp dan kertas Indonesia. Sebagaimana dinyatakan di atas, kedua sektor ini memiliki profil yang serupa, termasuk masifnya dampak iklim dan HAM, pola serupa dalam praktek pengambilalihan lahan dan pembukaan perkebunan yang dilakukan tanpa persetujuan tanpa paksaan masyarakat adat, dengan keterlibatan aktif banyak perusahaan yang sama di kedua sektor ini. Kami serukan agar moratorium investasi kelapa sawit yang ada saat ini juga diterapkan pada pendanaan sektor pup dan kertas, dan selama masa moratorium tersebut IFC melakukan proses serupa untuk mengembangkan strategi yang akan menjamin terpenuhiya secara seksama Standar Kinerja IFC dan memungkinkan IFC untuk tidak sampai memberikan dukungan pendanaan terhadap pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan dan korupsi. 
Kurangnya Informasi 
Mengingat komitmen yang jelas dari negara-negara donor yang tergabung dalam CGI untuk melindungi hutan Indonesia dari pembalakan illegal, kurangnya informasi publik terkait rencana IFC untuk mendukung perluasan perkebunan di Indonesia, introduksi bentuk pendanaan iklim yang baru dan besar, serta kesulitan luar biasa dalam implementasi sistem yang kuat dari uji tuntas lingkungan, sosial dan keuangan yang dapat diandalkan untuk kegiatan di sektor kehutanan Indonesia, kami meminta jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di bawah ini: 
1) Pendanaan
a.  Apa rencana IFC atas pendanaan program ini serta proyek-proyek terkait? Siapa saja pendukung pendanaan lainnya, jika ada, yang sudah diidentifikasi? Menurut laporan media yang dipublikasikan saat IFC meluncurkan prakarsa ini, IFC siap menanamkan investasi antara 75 juta sampai 200 juta dolar AS untuk proyek ini.
 Mohon klarifikasinya atas jumlah keseluruhan pendanaan IFC yang diperkirakan untuk program ini.
b. Kami memahami bahwa proyek awalnya adalah proyek “layanan pertimbangan”. Namun, staf-staf IFC telah mengindikasikan bahwa proyek ini tidak hanya terdiri dari hibah kepada pemerintah Indonesia namun akan melibatkan persyaratan bantuan pendanaan dari pemerintah Indonesia. Mohon klarifikasi apakah proyek ini akan melibatkan pinjaman kepada pemerintah Indonesia atau pendanaan yang diminta dari pemerintah Indonesia. Jika ya, berapa proyeksi jumlah pinjaman-pinjaman yang akan dikucurkan untuk pemerintah Indonesia untuk proyek ini? Berapa proyeksi jumlah pendanaan yang harus disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk program ini? 
2. Dampak-dampak Lingkungan dan Sosial. 

a. Staf-staf IFC telah mengindikasikan bahwa, sampai saat ini, tidak ada penggolongan (mis. risiko tinggi, risiko rendah) untuk dampak-dampak lingkungan dan sosial yang mungkin ada dari usulan pembangunan perkebunan seluas 250.000 hektar ini karena proyek ini “hanya bersifat pertimbangan” saja. Berkaca pada persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial IFC, dan sejarah konflik sosial, kerusakan lingkungan dan maraknya korupsi yang umumnya terkait dengan pembangunan perkebunan pulp dan kertas di Indonesia, sulit untuk memahami bagaimana sebuah proyek atau program IFC di Indonesia yang dengan jelas bertujuan meningkatkan luas perkebunan pulp sebesar 250.000 hektar tidak akan membawa dampak lingkungan yang besar dan tidak dapat dipulihkan, termasuk dampak pada iklim, dan hak asasi masyarakat adat serta masyarakat hutan dan pedesaan lainnya. Mohon jelaskan proyeksi tingkat risiko lingkungan dan sosial dan potensi dampak rencana proyek (atau proyek-proyek) ini, termasuk dampak terhadap iklim, hutan, masyarakat adat dan masyarakat hutan dan pedesaan lainnya, serta perempuan. 
b. Staf IFC telah menjelaskan bahwa tidak ada kajian lingkungan atau sosial yang dilakukan IFC karena ini hanya proyek “pertimbangan” dan mereka telah mengindikasikan bahwa kajian apa pun akan dilakukan hanya oleh pihak perusahaan yang terlibat dalam proyek. Mohon sediakan salinan kajian apa pun untuk perusahaan sektor perkebunan swasta yang terlibat dalam program ini dan tunjukan metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait, dan untuk mendapatkan komentar publik tentang akurasi informasi tersebut, dalam hal mitra yang diusulkan belum terlibat dalam program.   
3. Track Records 

Mohon sediakan informasi detil tentang track record dari perusahaan perkebunan yang diusulkan, dan jika mereka merupakan anak perusahaan besar atau konglomerasi, informasi tentang induk perusahaan mereka, termasuk perusahaan-perusahaan yang diundang ke loka karya yang diadakan IFC sehubungan dengan peluncuran proyek ini. Informasi yang dimaksud meliputi:
a. Pelanggaran yang telah atau sedang terjadi terhadap undang-undang, peraturan atau ketentuan, termasuk yang berkaitan dengan lingkungan, HAM, keuangan dan korupsi yang dilakukan perusahaan mitra yang diusulkan; 
b. Jumlah dan skala konflik dengan masyarakat di daerah tempat perusahaan beroperasi atau akan terus beroperasi;

c. Sampai sejauh mana hubungan atau keterkaitan, apa pun itu, antara perusahaan perkebunan pulp dan kertas yang diusulkan dengan perusahaan kelapa sawit, nama-nama serta track record perusahaan kelapa sawit terkait; 
d. Keterlibatan atau kaitan politically exposed persons dalam kepemilikan, pendanaan atau operasi perusahaan;
e. ADRT perusahaan dimaksud, dengan perhatian khusus pada masalah transparansi informasi dan persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial.
f. Cara, metode dan dokumentasi konsultasi publik dan sejauh mana dan dengan cara apa persetujuan tanpa paksaan ditetapkan dan diperoleh dari kelompok masyarakat yang mungkin terkena dampak. 
4. Komentar masyarakat tentang pemilihan perusahaan. Mohon jelaskan bagaimana komentar masyarakat telah dan akan didapat dan dikumpulkan tentang cara IFC memilih perusahaan. Apakah IFC akan mempublikasikan daftar mitra potensial dan mencari masukan masyarakat tentang track record perusahaan tersebut dalam hal lingkungan, HAM dan iklim sebelum menjalin kemitraan?
5. Komentar masyarakat tentang lembaga sub-nasional. Proyek ini rencananya akan bermitra dengan lembaga atau entitas sub-nasional.
 Dalam sepuluh tahun terakhir, lembaga sub-nasional sering kali berada di di tempat terdepan dalam memfasilitasi dan mensponsori deforestasi besar-besaran, pembalakan illegal dan perampasan hutan dan lahan masyarakat oleh perusahaan perkebunan dan penebangan. Mohon jelaskan dengan cara apa uji tuntas lingkungan, sosial dan keuangan akan dilakukan untuk mengkaji kelayakan pemilihan mitra sub-nasional. Apakah akan ada semacam penyaringan atau investigasi terhadap keterlibatan pejabat lembaga tersebut baik di masa lalu maupun saat ini dalam kegiatan kehutanan illegal, pencucian uang, perampasan lahan atau keterlibatan dalam korupsi sebelum kemitraan dengan lembaga dan pejabat sub-nasional tersebut dijalin? Apakah akan ada waktu untuk komentar masyarakat tentang pemilihan mitra sub-nasional di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan infomasi tentang dampak lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan aktifitas para lembaga, entitas dan pejabat tersebut?
6. Proses konsultasi. Mohon jelaskan bagaimana masyarakat yang terkena dampak proyek dan organisasi masyarakat sipil utama Indonesia yang bergerak di bidang pulp dan kertas dan hak-hak masyarakat adat diajak konsultasi, termasuk mereka-mereka yang diundang ke loka karya peluncuran proyek ini, dan bagaimana konsultasi, partisipasi dan persetujuan tersebut akan diwujudkan dalam konteks proyek. Kami memahami, antara lain, bahwa Aliansi Masyarakat Pulp dan Kertas (CAPPA), sebuah kelompok masyarakat sipil terkemuka di Indonesia yang telah berpengalaman di sektor pulp dan kertas, tidak diundang ke loka karya pendahuluan peluncuran proyek meskipun adanya permintaan agar mereka diundang. 
7. Pendanaan iklim, hutan milik swasta. Sejumlah staf IFC telah mengindikasikan bahwa penekanan dari upaya IFC difokuskan pada “wilayah hutan milik swasta” dan bahwa salah satu tujuan pentingnya adalah untuk “meningkatkan kualitas wilayah hutan milik swasta” sehingga “swasta pemilik hutan” ini mampu meraup aliran pendanaan iklim yang besar lewat jalur-jalur seperti pendanaan REDD, pendanaan karbon, perdagangan karbon, CDM, dll. 

a. Mohon jelaskan bentuk pendanaan iklim mana yang akan digunakan oleh “swasta” pemilik hutan-hutan ini?
b. Mengingat bahwa, di Indonesia, penetapan “kepemilikan swasta” atas lahan sering kali melibatkan  perampasan lahan dan hutan masyarakat, termasuk lahan yang secara turun termurun dimiliki dan dikelola masyarakat adat dan masyarakat lainnya, mohon jelaskan proses untuk menentukan besarnya klaim lahan masyarakat adat dan masyarakat lainnya atas lahan seluas 250.000 hektar yang direncanakan ini. Proses apa yang telah ditetapkan untuk memungkinkan adanya komentar masyarakat atas daerah-daerah yang diklaim sebagai “lahan swasta”? Bukti apa yang dibutuhkan untuk menetapkan bahwa tidak ada klaim masyarakat adat atau masyarakat lainnya atas lahan-lahan tersebut? 
8. Definisi “lahan terdegradasi”. Di Indonesia, sedari dulunya, pemerintah Indonesia bersama-sama dengan mitra perusahaan kehutanannya, secara sengaja dan menyesatkan telah menerapkan istilah “lahan terdegradasi” atau “lahan terlantar dan terdegradasi” untuk hutan alam dan lahan agroforestry campuran, yang dimiliki, dihuni dan dikelola oleh masyarakat adat atau masyarakat lainnya, untuk memfasilitasi pengambilalihan dan pembukaan lahan berkedok “pembukaan perkebunan”. Proses konsultasi masyarakat dan pencarian fakta apa yang akan diterapkan proyek IFC untuk identifikasi “lahan terdegradasi” seluas 250.000 hektar yang direncanakan? Apakah peta detil dari lokasi lahan tersebut akan dipublikasikan dan dibagikan kepada masyarakat yang terkena dampak?
9. Pelajaran dari “Dana Reboisasi” Indonesia dan penghapusan hutang sektor kehutanan.  Indonesia memiliki banyak pengalaman negatif dengan aliran besar modal yang terkait dengan pendirian perkebunan. Sebagai contoh, dua puluh terakhir ini dana reboisasi nasional terus menerus dikaitkan dengan maraknya korupsi, pembalakan illegal, pelanggaran HAM dan keterlibatan politically exposed persons. Sebuah analis yang dipublikasikan tahun 2010 oleh Center for International Forestry Research, dengan dukungan dana dari Bank Dunia, AUSAID dan Komisi Eropa
, mendapati bahwa “sejumlah besar” dana reboisasi dan ijin konversi hutan telah diberikan kepada “perusahaan yang memiliki kaitan dengan para elit, yang memungkinkan beberapa pelaku yang memiliki hubungan erat dengan mereka meraup rente hutan yang besar.”  Satu-satunya audit independen menyeluruh atas pemanfaatan dana reboisasi dilakukan pada tahun 1999 dan masih belum diumumkan kepada publik, “mencatat kesalahan pengelolaan keuangan yang sistematik, praktek penipuan oleh penerima Dana Reboisasi serta penggunaan dana yang tidak sejalan dengan mandat Dana Reboisasi. CIFOR mendapati bahwa Ernst & Young mencatat “kerugian sebesar 5,2 milyar dolar AS dana publik selama periode 1993/4–1997/8, di mana kira-kira 50 persennya terjadi setelah dana reboisasi masuk ke rekening Kementarian Kehutanan.”  Menurut CIFOR, 

“Selama periode kepemimpinan Soeharto dan sesudahnya, pengelolaan keuangan yang lemah dan administrasi penerimaan negara yang tidak efisien oleh institusi pemerintah di seluruh tingkatan telah menggerogoti pemanfaatan Dana Reboisasi yang efektif. Investasi publik yang utama dalam pembangunan perkebunan dan rehabilitasi wilayah hutan terdegradasi telah berulang kali tidak mencapai sasarannya. Tanpa adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif, dana besar yang diperuntukkan untuk pendanaan pembangunan perkebunan hilang akibat penggelapan, disalahgunakan atau terbuang sia-sia dalam proyek yang dikelola dengan buruk. 

Audit baru-baru ini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mendokumentasikan berlanjutnya penyelewengan DR yang meluas dan lemahnya pengawasan internal DR oleh Kementerian Kehutanan, yang berulang kali menghasilkan penolakan (disclaimer opinion) dalam audit laporan keuangan Kementerian Kehutanan. BLUBPPH yang baru-baru ini dibentuk – yang menangani DR senilai paling sedikit 2,2 miliar dolar AS – sampai pertengahan tahun 2009 telah gagal mencairkan anggaran sebesar 500 juta dolar AS yang dialokasikan untuk pembangunan perkebunan untuk tahun 2008 dan 2009. Sama halnya, pemerintah kabupaten dan propinsi telah menerima pengucuran DR sebesar 500 juta dolar AS sejak tahun 2001, namun sebagian besar tidak memiliki kemampuan atau sumber daya manusia untuk mengelola dana ini secara efektif. 

…

Korupsi dan penipuan telah menggerogoti banyak investasi DR dalam pembangunan perkebunan dan rehabilitasi hutan selama era Soeharto, yang mengakibatkan hilangnya ratusan juta dolar dana pemerintah dan penyusutan hutan Indonesia. Masalah-masalah ini, yang berakar dalam-dalam pada sistem politik dan diperparah oleh pemerintahan yang tidak transparan, terbukti sulit untuk diberantas. Ada tanda-tanda bahwa korupsi dan penyalahgunaan DR telah semakin terdesentralisasi setelah era Soeharto, seiring dengan meningkatnya kewenangan propinsi dan daerah untuk memungut iuran hutan. 
Selama era Soeharto dan sesudahnya, pemanfaatan DR untuk alokasi subsidi pembangunan hutan komersial telah menciptakan insentif yang sesat bagi pengelolaan hutan yang tidak lestari. Terjadi demikian akibat dorongan untuk melakukan pemanenan berlebihan dari konsesi tebang pilih dan pembukaan hutan alam yang “terdegradasi.”  Adalah masuk akal bahwa banyak dari perusahan kehutanan (atau afiliasi mereka) yang mendapatkan keuntungan dari subsidi DR dan/atau penghapusan hutang lewat BPPN adalah mereka yang tengah berupaya mendapatkan kredit untuk pengurangan emisi karbon di bawah mekanisme REDD+ Indonesia mendatang – sebuah kemungkinan yang perlu diwaspadai. 
Kami mohon agar IFC menyediakan informasi tentang perusahaan perkebunan atau induk perusahaan yang akan diikutsertakan dalam program ini yang telah atau sedang menerima DR Indonesia, bagaimana dana ini digunakan, dokumentasi sejauh mana perkebunan yang didirikan dengan DR ini telah diaudit secara independen dan didapati produktif, dan sebesar apa kepedulian yang telah diberikan terhadap penipuan atau penyalahgunaan dana tersebut. Selain itu, kami meminta informasi terkait keterlibatan sebelumnya dari perusahaan-perusahaan atau induk perusahaan tersebut dalam penghapusan hutang yang telah menyengsarakan sektor kehutanan Indonesia selama krisis keuangan terakhir.  
Kami kira IFC, dengan persyaratan Standar Kinerjanya, persyaratan ketentuan anti pencucian uangnya dan perwakilan yang dipercaya akan standar, integritas dan persyaratan uji tuntas tata kelola korporasinya, memiliki sebagian besar informasi ini. Dengan demikian, kami menanti tanggapan yang detil dan tepat waktu terhadap permintaaan ini. 
Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
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Apendiks A

Cuplikan ari Ringkasan Eksekutif 

Barr, C., Dermawan, A., Purnomo, H. and Komarudin, H. 2010 Financial governance and Indonesia’s Reforestation Fund during the Soeharto and post-Soeharto periods, 1989–2009: a political economic analysis of lessons for REDD+. Occasional paper 52. CIFOR, Bogor, Indonesia. 

Studi ini didanai oleh hibah dari Bank Dunia, AUSAID, dan Komisi Eropa.

Ringkasan Eksekutif:

Dibentuk pada tahun 1989, Dana Reboisasi (DR) Indonesia merupakan dana kehutanan nasional yang berasal dari pungutan hasil pemegang konsesi kayu. Dana ini dibentuk dengan mandat untuk mendukung upaya penghutanan kembali dan rehabilitasi lahan dan hutan yang terdegradasi. Lebih dari dua puluh tahun terakhir, DR telah mengumpulkan penerimaan sebesar kira-kira 5,8 milyar dolar AS, menjadikannya satu-satunya sumber penerimaan terbesar pemerintah dari sektor kehutanan komersil Indonesia.
Selama era Soeharto, Kementerian Kehutanan menggunakan DR untuk mempromosikan pembangunan hutan industri dan perkebunan pulpwood, dan mengalokasikan lebih dari 1 milyar dolar AS dalam bentuk hibah kontan dan discounted loan untuk perusahaan perkebunan komersial. Kementerian Kehutanan mendistribusikan sejumlah besar DR dan ijin konversi hutan kepada perusahaan yang dekat dengan elit politik, yang memungkinkan beberapa aktor yang memiliki hubungan erat dengan mereka untuk meraup rente hutan yang besar. Banyak dari perusahaan penerima DR melakukan “mark up” atas biaya mereka dan melebih-lebihkan luasan daerah tanam agar bisa mendapatkan alokasi DR yang lebih tinggi dari semestinya. Perusahaan lainnya hanya menanamkan sedikit dana untuk pengelolaan daerah penanaman yang dibuka, yang menyebakan program ini gagal mencapai target luasan tanam dan produktifitasnya. Kementerian juga memberikan 600 juta dolar AS unutk mendanai proyek-proyek yang secara politis lebih disukai yang nyaris tidak ada hubungannya dengan mandat DR untuk mempromosikan penghutanan kembali dan rehabilitasi hutan. 

Sebagai bagian dari paket penyelamatan keuangan sebesar 43 milyar dolar AS yang disediakan oleh IMF pada awal krisis moneter tahun 1997-1998, pemerintah Indonesia sepakat untuk melimpahkan pengurusan DR kepada Kementerian Keuangan dan menugaskan sebuah audit keuangan yang komprehensif oleh pihak ketiga. Dilaksanakan oleh  Ernst & Young pada tahun 1999, audit ini mendokumentasikan kesalahan pengelolaan keuangan yang sistematik, praktek penipuan oleh para penerima DR dan penggunaan DR yang tidak sesuai dengan mandat DR. Ernst & Young mencatat kerugian sebesar 5,2 milyar dolar AS dana publik selama periode 1993/4–1997/8, di mana kira-kira 50 persennya terjadi setelah dana reboisasi masuk ke rekening Kementarian Kehutanan. Namun, sampai bulan Desember 2009, laporan final audit Ernst & Young tidak dibuka untuk kajian atau diskusi publik. 
…

Selama periode kepemimpinan Soeharto dan sesudahnya, pengelolaan keuangan yang lemah dan administrasi penerimaan negara yang tidak efisien oleh institusi pemerintah di seluruh tingkatan telah menggerogoti pemanfaatan Dana Reboisasi yang efektif. Investasi publik yang utama dalam pembangunan perkebunan dan rehabilitasi wilayah hutan terdegradasi telah berulang kali tidak mencapai sasarannya. Tanpa adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif , dana besar yang diperuntukkan untuk pendanaan pembangunan perkebunan hilang akibat penggelapan, disalahgunakan atau terbuang sia-sia dalam proyek yang dikelola dengan buruk. 

…

[A]udit baru-baru ini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mendokumentasikan berlanjutnya penyelewengan DR yang meluas dan lemahnya pengawasan internal DR oleh Kementerian Kehutanan, yang berulang kali menghasilkan penolakan (disclaimer opinion) dalam audit laporan keuangan Kementerian Kehutanan. BLUBPPH yang baru-baru ini dibentuk – yang menangani DR senilai paling sedikit 2,2 miliar dolar AS – sampai pertengahan tahun 2009 telah gagal mencairkan anggaran sebesar 500 juta dolar AS yang dialokasikan untuk pembangunan perkebunan untuk tahun 2008 dan 2009. Sama halnya, pemerintah kabupaten dan propinsi telah menerima pengucuran DR sebesar 500 juta dolar AS sejak tahun 2001, namun sebagian besar tidak memiliki kemampuan atau sumber daya manusia untuk mengelola dana ini secara efektif. 

…

Korupsi dan penipuan telah menggerogoti banyak investasi DR dalam pembangunan perkebunan dan rehabilitasi hutan selama era Soeharto, yang mengakibatkan hilangnya ratusan juta dolar dana pemerintah dan penyusutan hutan Indonesia. Masalah-masalah ini, yang berakar dalam-dalam pada sistem politik dan diperparah oleh tata laksana pemerintahan yang tidak transparan, terbukti sulit untuk diberantas. Ada tanda-tanda bahwa korupsi dan penyalahgunaan DR telah semakin terdesentralisasi setelah era Soeharto, seiring dengan meningkatnya kewenangan propinsi dan daerah untuk memungut iuran hutan. 

…

[S]ebagian besar kasus korupsi dan penipuan terus berlanjut tanpa hukuman, karena kasus-kasus ini ditangani oleh institusi penegakan hukum dan peradilan biasa.
…

Selama era Soeharto dan sesudahnya, pemanfaatan DR untuk alokasi subsidi pembangunan hutan komersial telah menciptakan insentif yang sesat bagi pengelolaan hutan yang tidak lestari. Terjadi demikian akibat dorongan untuk melakukan pemanenan berlebihan dari konsesi tebang pilih dan pembukaan hutan alam yang “terdegradasi”. Subsidi DR meliputi hibah tunai dan discounted loan untuk mempromosikan pembangunan perkebunan komersial serta pungutan DR atas kayu hutan alam yang nilainya jauh di bawah nilai tegakan kayu yang diambil… 

…

Pemanfaatan DR untuk mempromosikan pembangunan perkebunan, ditambah mekanisme akuntabilitas yang lemah, telah berkontribusi atas tingginya moral hazard dalam sektor kehutanan Indonesia. Salah satu hasilya adalah meskipun pemerintah Indonesia telah mengalokasikan 1 milyar dolar AS dalam bentuk subsidi DR pada tahun 1990-an, hanya sedikit perkebunan komersial produktif yang telah direalisasikan. Kementerian Kehutanan telah gagal untuk menindak sebagian besar penerima subsidi DR yang gagal merealisasikan penanaman atau yang tidak mampu membayar kembali pinjaman yang mereka terima. Sehubungan dengan langkah pemerintah Indonesia untuk menghapus milyaran dolar AS hutang kehutanan lewat BPPN di tahun 2003-4, tingkat akuntabilitas yang rendah tersebut secara efektif telah mendorong perusahaan kehutanan untuk terlibat dalam investasi risiko tinggi dan pengelolaan keuangan yang tidak bertanggung jawab – yang merupakan praktek-praktek yang mungkin akan terus belanjut di masa depan, terutama jika kegiatan mereka didanai oleh uang publik. 

Adalah masuk akal bahwa banyak dari perusahan kehutanan (atau afiliasi mereka) yang mendapatkan keuntungan dari subsidi DR dan/atau penghapusan hutang lewat BPPN adalah mereka yang tengah berupaya mendapatkan kredit untuk pengurangan emisi karbon di bawah mekanisme REDD+ Indonesia mendatang – sebuah kemungkinan yang perlu diwaspadai. Adalah penting untuk meninjau ulang track record calon peserta REDD+ dan untuk mempertimbangkan implikasi-implikasinya jika pengelola proyek gagal memenuhi kewajiban mereka berdasarkan skema pembayaran REDD+. 

Bagi REDD+, moral hazard tampaknya menjadi salah satu poin keprihatinan khusus dalam proyek-proyek kehutanan yang melibatkan kredit permanen. Penggunaan kebijakan asuransi, misalnya, untuk menjamin bahwa pengurangan emsi akan tetap permanen begitu kredit bersangkutan dikeluarkan, tanpa disengaja dapat mendorong pengelola proyek untuk mengingkari kewajiban mereka dengan cara yang dapat menyebabkan terjadinya kondisi berlawanan yang pemanen (permanence reversal) (yaitu lewat pembukaan tutupan hutan).  Meskipun sebagian besar skema asuransi karbon tampaknya melimpahkan sebagian tanggung jawab permanence reversal kepada pengelola proyek, masih belum sepenuhnya jelas bagaimana atau oleh siapa tanggung jawab ini akan ditentukan, atau bagaimana perselisihan atas tanggung jawab ini akan diselesaikan.  
Beberapa pengamat menduga bahwa pemerintah tuan rumahlah yang pada akhirnya perlu memberikan jaminan atas klaim tanggung jawab seandainya pengelola proyek gagal memenuhi kewajibannya atau menghilang. Namun, sebagaimana yang dapat dilihat dari pengalaman Indonesia dengan DR, kemungkinan bahwa pemerintah Indonesia dapat diminta untuk menjamin bahwa peserta REDD+ akan memenuhi kewajiban mereka sepenuhnya menimbukan pertanyaan besar tentang sampai sejauh mana institusi publik pada akhirnya harus menanggung risiko swasta ini. 

Keadilan dan distribusi manfaat 
Terutama selama era Soeharto, distribusi manfaat dari DR amatlah tidak adil. Pelaku yang kuat meraup rente ekonomi sedangkan masyarakat hutan sering kali digusur dari wilayah adat mereka. Konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan kehutanan sering kali telah menggerogoti proyek-proyek perkebunan yang didanai oleh DR.  Mengingat bahwa REDD+ memberikan insentif finansial untuk pelepas karbon hutan dalam jumlah besar untuk mengurangi emisi, dana dalam jumlah besar dapat diambil oleh perusahaan kehutanan besar, produsen pulp dan kertas dan perusahaan kelapa sawit. Banyak dari perusahaan-perusahaan ini terkait erat dengan elit negara dan karenanya berada dalam posisi yang enak untuk meraup rente ekonomi dari REDD+, terutama ketika pembayaranya didistribusikan oleh lembaga pemerintah. 
Di Indonesia dan negara hutan tropis lainnya, distribusi pembayaran REDD+ yang tidak adil dapat semakin melebarkan disparitas yang ada dalam sektor kehutanan saat ini, dan dapat menggusur dan memiskinkan masyarakat pengguna hutan. Risiko ini akan sangat tinggi terutama ketika lembaga pemerintah menerapkan kontrol atas hutan yang telah dikelola masyarakat desa secara turun temurun. Kecuali pemerintah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengakui hak-hak masyarakat hutan dan untuk memfasilitasi pembagian manfaat yang adil dengan masyarakat desa sedari awal, alokasi wilayah hutan untuk proyek REDD+ dapat menyulut konflik. Meskipun REDD+ dapat mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, semua ini mungkin dicapai dengan mengorbankan kesejahteraan dan keamanan sumber kehidupan masyarakat pengguna hutan.  
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